SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka pengelolaan pengelolaan pengaduan
pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi,
maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat
(SPAN LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan
Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4899);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tz
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republi
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah deng
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetap

Pelayanan
hun 2009

r Indonesia

Pemilihan
un 2017

Indonesia

Undang-

i Peraturan

Pemerintah Pengganti Udang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang |
Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negarsz
Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

ahun 2017
(Lembaran
Tambahan

Pengelolaan

Republik

L

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negaj
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

a Republik

Negaradan

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publi

Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentanF

Pedoman

Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Roadmap

Sistem Pengelolaan PengaduanPelayanan Publik Nasional dan

Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara

RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 650);

Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentanE

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kom

isi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum KabDLaten /Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komimj

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Ke

Pemilihan

rjia Komisi




Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Pro

vinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berilta Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indone

14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilih

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan

2sia Nomor
Organisasi,
an Umum,
Sekretariat

Komisi Pemillhan Umum Kabupaten/Kota (Beri

Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas| Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komis
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilih
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia T
Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 T:
tentang Pedoman Teknis Penggunaan  Sistem [
Pengaduan Pelayanén Publik Nasional Layanar
Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dar
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Sekretariat
1 Pemilihan

an Umum
ahun 2023

ahun 2025
’engelolaan
1 Aspirasi

Pemilihan

1 Komisi

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LU

WU UTARA

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI P]?NGADUAN
ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!] DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasion
Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di I
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara se
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan b

terpisahkan dari Keputusan ini.

al Layanan
ingkungan
bagaimana

agian tidak

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan




Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N L

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu U

LAPOR!) di

tara terdiri

dari:

1.

Pengarah, mempunyai

tugas memberikan arahan dan

melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut

pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum [Kabupaten

Luwu Utara.

2. Admin Instansi/Organisasi, mempunyai tugas:

a. melakukan pemantauan atas tindak lanjut penyelesaian
Pengaduan di KPU Provinsi;

b. melaksanakan kegiatan verifikasi, penelaahan, dan
pendisposisian laporan yang disampaikan oleh masyarakat
melalui aplikasi SPAN-LAPOR!;

c. mengkoordinasikan Pejabat Penghubung pada masing
masing satuan kerja terkait dalam menindaklanjuti
Pengaduan yang bersifat satuan kerja; dan

d. Tugas-tugas lain atas petunjuk pimpinan KPU Kabupaten.

3. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:

a.

mengomunikasikan Pengaduan yang diterima dari Admin
Instansi/organisai kepada pejabat yang bert'enang di
satuan kerja di
ditindaklanjuti;

memantau tindak

KPU Provinsi masing-masing untuk

lanjut Pengaduan dari pejabat
berwenang terkait penyelesaian Pengaduan;
berkoordinasi dengan Admin UPP dan/atau aparat
pengawasan intern pemerintah dalam penyelesaian

Pengaduan apabila diperiukan,;

memberikan informasi kepada Admin Instansi/Organisasi
langkah
langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian;

mengenai status penyelesaian Pengaduan d

memberikan respons awal dan jawaban atas tindak lanjut
penyelesaian Pengaduan,;
memantau dan memberikan tindak lanjut kembali apabila
Pengadu memberikan tanggapan atas laporan yang sudah
ditindaklanjuti;

dalam hal belum tercapai jawaban final atas |Pengaduan




setelah seluruh prosedur tindak lanjut penyelesaian
Pengaduan dilakukan, menginformasikan kendala dan
tindakan yang akan atau telah dilakukan kepada Pengadu
untuk memenuhi target jangka waktu penyelesaian; dan

h. tugas-tuga lain atas petunjuk pimpinan KPU Kabupaten.

4. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas
sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung
dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara
Pelayanan yang ditunjuk oleh kepala unit kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas

Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!)

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:

1. Melakukan koordinasi antar pengelola Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi
Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!);

Menjaga kerahasian informasi Pengaduan;
3. Melaporkan secara berkala dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.
Sahnan sesuai dengan aslinya

......

:_i-.‘;‘i';-KABUPA’i‘EN LUWU UTARA
F Kepala Sub ]”q‘aglan Teknis Penyelenggaraan




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADLU

PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK N
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LIN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
PEMILIHAN UMUM KABUPA'
UTARA NOMOR 26 TAHUN 202

TENTANG

PEMBENTUKANTIM
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UTARA

KOMISI
[EN LUWU
6

IﬁLORDINASI

PENGADU?N DAN
GE
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LINGKUNGAN KOMISI
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JAN DAN

ﬁSIONAL

GKUNGAN

KEDUDUKAN DALAM
NO. NAMA JABATAN
SATUAN TUGAS
1. Hayu Vandy P. Ketua Komisi Pemilihan Pengarah
Umum Kabupaten Luwu
Utara
2. | Umung Kallang Anggota Komisi Pemilihan Pengarah
Umum Kabupaten Luwu
Utara
3. Fitria Sekretaris Komisi Pejabat Penghubung
Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Utara
4. | Asjaya - Kepala Subbagian Teknis Admin| Unit
Penyelenggaraan Pemilu | Penyelenggara Pelayanan
dan Hukum
5. | Akbar Kurniawan Pelaksana pada Subbagian Admin| Unit

Teknis Penyelenggaraan




Pemilu dan Hukum Penyelenggara Pelayanan

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
xKABUpKTEN LUWU UTARA
/ ;"-Kepala Sﬂb Baglan Teknis Penyelenggaraan
‘I?_rml’u d’gn Hukum,

N A%
Asjaya—"



